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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara: 

XXXXX, NIK  XXX,  umur 28  (dua  puluh  delapan)  tahun  (Muara  Jawaq,  18

Agustus  1992),  agama  Kristen,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga,  bertempat  tinggal  di  Kabupaten Kutai

Barat,  Provinsi  Kalimantan  Timur,  selanjutnya  disebut  sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

XXXXX,  NIK XXX,  umur  35 (tiga  puluh  lima)  tahun (Wonosobo,  17  Januari

1986), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten Kutai  Barat,  Provinsi  Kalimantan

Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara;  

Setelah mendengar keterangan Penggugat; 

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;  

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar, Nomor

28/Pdt.G/2021/PA.Sdw,  tanggal  01  Februari  2021,  bermaksud  mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil  yang pada pokoknya

sebagai berikut: 

1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami-istri  yang  sah,

menikah pada tanggal  07 September 2012, sesuai  dengan Kutipan Akta
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Nikah  Nomor:  XXXXX  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan XXXXX, tanggal 07 September 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik

sebagaimana  layaknya  suami-istri  dan  tinggal  di  kediaman  bersama  di

Kabupaten Kutai Barat;

3. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut,  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 5 (lima) tahun

dan saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  rukun dan

harmonis  namun  sejak  bulan  Juli  2020  mulai  terjadi  perselisihan

dikarenakan  Penggugat  pindah  agama  ke  agama  sebelum  Penggugat

menikah dengan Tergugat yaitu agama Kristen;

5. Bahwa Tergugat telah berusaha membujuk Penggugat untuk kembali

memeluk  agama  islam  namun  Penggugat  tetap  bersikukuh  memeluk

agama Kristen;

6. Bahwa  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  dapat  dibina  lagi  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik

bagi  Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalahan  Penggugat  dengan

Tergugat;

Berdasarkan  alasan  diatas,  Penggugat  mohon  Kepada  Ketua

Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili,

memutuskan  dan  menyelesaikan  perkara  ini,  dengan  menjatuhkan  putusan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in sughra Tergugat  (XXXXX)  terhadap

Penggugat (XXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa  pada  persidangan  yang  telah ditetapkan, Penggugat datang

untuk  menghadap  ke  persidangan (in  persoon),  sedangkan Tergugat  tidak

datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk

menghadap sebagai  wakil/kuasanya yang sah,  meskipun berdasarkan Surat

Panggilan  (relaas)  Nomor  28/Pdt.G/2021/PA.Sdw,  tanggal  03  Februari  2021

untuk persidangan tanggal 15 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan,

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya

Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil  gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya dimulai pemeriksaan  perkara  dengan membacakan surat gugatan

Penggugat;

Bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan untuk

merubah  isi  petitum angka  2  (dua)  gugatannya  menjadi  “Memfasakh

perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dengan Tergugat (XXXXX)”;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang diterbitkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, tanggal 07 September 2012,

fotokopi tersebut telah  dinachtzegelen/bermeterai cukup,  telah  sesuai dengan

aslinya, kemudian diberi kode P;

Bahwa  selain  alat  bukti  surat  tersebut,  Penggugat  juga  telah

mengajukan saksi-saksi, yaitu: 

1. XXXXX, umur 35 (tiga puluh lima) tahun, agama Kristen, pekerjaan

Tani,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Kutai  Barat,  yang  di  bawah  sumpah

memberikan  keterangan  secara  terpisah  yang  pada  pokoknya  sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-istri  yang

telah lama menikah;
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 Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di  rumah kediaman bersama di  XXXXX dan  saat  ini  sudah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai

tidak rukun karena Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;

 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Tergugat,  Penggugat

beragama Kristen, sedangkan Tergugat beragama Islam;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  karena  Saksi  sering  melihat

Penggugat beribadah ke Gereja;

 Bahwa  keluarga  kedua  belah  pihak  sudah  berusaha

menasihati  Penggugat  dan Tergugat,  akan tetapi  usaha tersebut  tidak

berhasil karena Penggugat tetap memeluk agama Kristen;

2. XXXXX, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Kristen, pekerjaan

Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, yang di bawah

sumpah  memberikan  keterangan  secara  terpisah  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Saksi adalah kakak sepupu Penggugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri dan telah

dikaruniai 1 (satu) orang anak;

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

rumah kediaman bersama di XXXXX;

 Bahwa Saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat

dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2020

mulai tidak rukun karena Penggugat kembali lagi ke agama Kristen;

 Bahwa  sebelum  menikah  dengan  Tergugat,  Penggugat

beragama Kristen, sedangkan Tergugat beragama Islam;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  karena  Saksi  sering  melihat

Penggugat pergi ke Gereja untuk beribadah;

 Bahwa Saksi  bersama keluarga yang lain sudah berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti

lainnya  lagi  dan  mencukupkan  terhadap  bukti-bukti  yang  telah  diajukan

tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang

pada  pokoknya  tetap  dengan  gugatannya  dan  memohon  agar  perkara  ini

diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  maka

kesimpulannya tidak dapat didengar;

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam

Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup

menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa

Penggugat dan Tergugat  telah melangsungkan perkawinan secara Islam yang

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, dan dapat dinyatakan

bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

sejak tanggal 07 September 2012, oleh karena itu Penggugat merupakan orang

yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in Yudicio) sehingga

memiliki  legal standing dalam perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal

14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 66 Undang-Undang

Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan  Agama yang sudah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  antara  Penggugat  dan  Tergugat

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara a quo

merupakan perkara  dibidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal

40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  16

Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

49 ayat  (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1989 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara

ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  gugatan  Penggugat,  Penggugat

bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatannya

tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar dan oleh

karena  tidak  ada  tangkisan  (eksepsi)  dari  Tergugat  mengenai  wewenang

mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan  perubahan  pertama  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  jo. Pasal

129  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  maka  pemeriksaan  perkara  ini  menjadi

wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dipanggil  untuk

menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (relaas), hal tersebut telah

dilakukan sesuai  dengan ketentuan Pasal  146 R.Bg  jo. Pasal  26  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dengan  demikian  pemanggilan  tersebut

telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

hadir secara in persoon sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya,  sedangkan  tidak  datangnya  Tergugat  tersebut  bukan

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena  Tergugat yang  telah  dipanggil secara

resmi dan patut akan tetapi tidak pernah menghadap persidangan, maka harus

dinyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan Pasal

149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang,  bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  Pasal  154  R.Bg  jo.

Pasal  82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha

mendamaikan dengan cara memberi  nasihat kepada  Penggugat,  akan tetapi

tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa  oleh karena Tergugat tidak hadir di  persidangan,

maka perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Penggugat  mohon  kepada

Pengadilan agar  memfasakh perkawinan antara  Penggugat dengan Tergugat,

berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat

dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan karena sejak bulan Juli 2020 Penggugat pindah

agama ke agama sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat yaitu agama

Kristen,  dan  pihak  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha

mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini

merupakan perkara perceraian yang hanya dapat dijatuhkan apabila dalil-dalil

atau  alasan-alasan  perceraian  telah  dibuktikan  dalam  persidangan.  Hal  ini

untuk  menghindari  adanya  kebohongan  dalam  perkara  perceraian  dan

sekaligus  menerapkan  azas  dalam  Undang-Undang  Perkawinan,  yaitu

mempersulit perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat  bukti  yang cukup,

hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun

2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil  Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat berupa P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

285  R.Bg  jo. Pasal  1870  KUHPerdata,  yang  membuktikan  bahwa  antara

Penggugat dan Tergugat  telah melangsungkan pernikahan di  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan XXXXX;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  yang  dihadirkan  oleh

Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172

ayat  (1) R.Bg,  dengan demikian saksi-saksi  tersebut  telah memenuhi  syarat
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formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat telah

disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap

peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu

dengan  lainnya,  disamping  itu  keterangan  yang  disampaikan  saksi-saksi

sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-

dalil  gugatan  Penggugat,  oleh  karena  itu  kesaksian  saksi-saksi  tersebut

mendukung dalil-dalil  gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sehingga telah

memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;

2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 mulai tidak rukun karena Penggugat

kembali lagi ke agama Kristen;

3. Bahwa  para  saksi  bersama  keluarga  kedua  belah  pihak  telah

menasihati  Penggugat agar kembali  memeluk agama Islam akan tetapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  dalam  petitum angka 1  (satu), Penggugat

memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat,  baru bisa

ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu petitum gugatan di

bawah ini:

Menimbang,  bahwa  Penggugat  mendalilkan  bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Penggugat kembali lagi ke agama

Kristen  sehingga  dalam  petitum angka  2  (dua),  Penggugat  memohon  agar

Pengadilan  Agama  Sendawar  memfasakh perkawinan  antara  Penggugat

dengan Tergugat,  maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai

berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 menyatakan  “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang

pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk
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keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa” jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa tujuan

perkawinan  adalah  mewujudkan  rumah  tangga/keluarga  yang  sakinah,

mawaddah dan  rahmah sebagaimana dikehendaki  dalam QS. Ar-Ruum ayat

(21);

Menimbang, bahwa untuk dapat mewujudkan keluarga/rumah tangga

yang bahagia dan kekal sebagaimana tersebut di atas, maka harus dibangun di

atas  sendi-sendi  agama  yang  kokoh  dan  kuat  sehingga  tidak  mudah

digoyahkan oleh pengaruh apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim

berkesimpulan  bahwa  perkawinan  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  pecah

(broken  marriage)  dan  sudah  tidak  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan

sebagaimana  dimaksud  dalam pasal  dan  ayat  tersebut  di  atas,  dimana  hal

tersebut  disebabkan  rapuhnya  sendi-sendi  agama  yang  timbul  akibat

Penggugat keluar dari agama Islam (murtad);

Menimbang,  bahwa sesuai  dengan doktrin  fiqh  yang tersebut  dalam

Kitab Fiqh Al-Sunnah Juz II halaman 389, yang selanjutnya diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كببل منهمببا بببالاخر
لن ردة أي واحد منهما موجبة للفراقة بينهما، وهببذه الفراقببة

تعتبر فسخا
Artinya: “Apabila suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan

mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddahnya salah seorang

dari mereka itu menjadikan putusnya perkawinan antara keduanya dan

putusnya perkawinan itu berupa fasakh”;

Menimbang,  bahwa  menurut  Abdul  Wahab  Khalaf  memberikan

penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka

ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh

sebab-sebab tertentu yang menghalangi  kekalnya perkawinan tersebut  (vide

Abdul  Wahab  Khalaf,  Ahkam  Al-Ahwal  Al-Syakhsiyyah  Fii  Al-Syari’ati  Al-

Islamiyah, Quwait: Daral-Qalam, 1990, hlm. 60);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, suatu pernikahan yang sudah

terjalin  dengan sah bisa  mengalami  fasakh atau  rusak tanpa harus  adanya

keputusan Hakim dengan empat sebab yaitu: a) Rusaknya akad; b) Munculnya
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kemahraman karena mushoharoh (besan atau mantu); c) Murtad; dan d) Li’an

(vide Ali  Hasabillah,  Al-Furqoh Baina  Zaujaini  (Wa ma yata’allaqu  biha  min

iddatin wa nasabin), Beirut: Darul Fikr Al-Arabi, tt, hlm. 174);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di  atas,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  pernikahan  Penggugat

dengan  Tergugat  dinyatakan  putus  karena  fasakh karena  telah  memenuhi

ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan

Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh  karena

perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal

89  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dan

ditambah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  terakhir  dirubah

dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  maka  semua  biaya  yang

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  ketentuan  Pasal  149  ayat  (1)  R.Bg,  peraturan

perundang-undangan, serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I: 

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Memfasakh perkawinan  antara  Penggugat  (XXXXX)  dengan

Tergugat (XXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp1.119.000,00 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian  dijatuhkan  putusan  ini  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim

yang  dilangsungkan  pada  hari  Senin,  tanggal  15  Februari  2021 Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  03  Rajab  1442 Hijriyah, oleh  kami  Nova

Choiruddin  Mahardika,  S.H.I.,  sebagai  Ketua  Majelis,  Mohamad  Hamdan

Asyrofi,  S.H.I.,  dan  Khoiro  Aulit  Taufiqo,  S.H.I.,  masing-masing  sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua

dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota
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dengan dibantu oleh  Suhaimi  Rahman,  S.H.I.,  sebagai  Panitera  Pengganti,

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Hakim Anggota I,
                                          

 
Mohamad Hamdan Asyrofi, S.H.I.

Hakim Anggota II,       
         

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Suhaimi Rahman, S.H.I.

Perincian Biaya : 
1. Pendaftaran : Rp    30.000,00
2. Administrasi/ATK : Rp    50.000,00
3. Panggilan : Rp 1.000.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp    20.000,00
5. Redaksi : Rp    10.000,00
: Rp     9.000,00

Jumlah : Rp 1.119.000,00
 (satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah)
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